GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR ¢3¢ TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Kelautan dan
Perikanan perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian
Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan
tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas

Kelautan dan Perikanan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Menimbang: a.

Mengingat: 1.
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Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tertang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Republik  indonesia Tahun 2011 Nomor K2,
Republik Indonesia
dengan

Negara
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234] sebagaimana telah  diubah
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 31 Tshun 2014 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 154, Tambzhan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5073), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5037);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5603);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal
Daerah Provinsi Kalimantan  Selatan  (Lembaran Dacrah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan  Nomor 0'{5
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Orgunis:'m?
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah .!’rownm
Kalimantan Selatan (Berita Dacrah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN
URAIAN TUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan
di bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Selatan.

6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Selatan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan
dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan
geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas serta

sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.

9. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan
di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air
dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

10. Pulau adalah wil_ayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi
air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang,

vl
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11. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang, memberi arahan dalam
pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan
ckonomi, pemeratanan  kesejahteraan, dan keterpeliharaan  daya dukung
ckosistem pesisir dan laut.

12. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, I.mik yang, rln_p:nt_
diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki
keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam
jangka panjang.

13. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, pcnycgha:m,
pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut.

14. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pcngawasan,
dan pengendaliaan ruang laut.

15. Perlindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mcncggah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi
konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana
kelautan, pencegahan dan penaggulangan pencemaran, scta kerusakan dan
bencana.

16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pf:ngclt_)laan
dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra
produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

17. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.

18. Lingkungan Sumber Daya lkan adalah perairan tempat kehidupan sumber
daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

19. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau scbagian dari siklus
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

20. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang
tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun,
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau
mengawetkannya.

21. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan,
dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau
mengawetkannya.

22. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang
terintergrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan,
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan
implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan
di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang
diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati
perairan dan tujuan yang telah disepakati.

23. Konservasi Sumber Daya lkan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ckosistem, jenis, dan genctik
untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman
sumber daya ikan.
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Kapal Pernikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan
untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi pr:nangk;?pnn
ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan
perikanan, dan penelitian/cksplorasi perikanan.

Nelavan adalah orang vang mata pencahariannya melakukan penangkapan
ikan.

Nelavan Kecil adalah orang yang mata pencapariannya _mclz}kukan
penangkapan ikan untk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang
menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT.

Pembudi Dava Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan.

Surat lzin Usaha Perikanan vang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin
tertulis yvang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usa?l?a
perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin
tersebut.

Surat lzin Penangkapan lkan yang selanjutnva disingkat SIPI adalah izin
tertulis vang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari SIUP.

Gross Tonage/Tonase Kotor vang selanjut disingkat GT ada.!ah perhitungan
volume semua orang vang terletak di bawah geladak kapal dltgmbah dengan
isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak

paling atas.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan dacrah dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan
Perikanan.
Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),
menvelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijjakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
D. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang
laut di luar minyvak dan gas bumi;
. pelaksanaan kebijakan tecknis penangkapan ikan di wilavah laut vang
menjadi kewenangan daerah;
d. pelaksanaan kebijakan teknis pemberdavaan masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil;
e. koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber dava kelautan dan
perikanan sampai 12 (dua belas) mil;
. pengelolaan pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan daerah;
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g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis usaha bidang kelautan dan
perikanan,

h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;

i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD; dan

j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

(3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan
kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;

b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan teknis pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak

dan gas bumi;

k. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pclaksan:mnl
kebijakan teknis penangkapan ikan di wilayah laut yang menjadi
kewenangan daerah;

¢. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau
kecil;

d. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua
belas) mil,

e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis pengelolaan pelabuhan perikanan;

f. membina, mengawasi, dan mengendalikan Cabang Dinas;
g. membina, mengawasi, dan mengendalikan UPTD;

h. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan;
dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Dbidang tugas dan
kewenangannya.

(4) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

Sekretariat;

Bidang Pengelolaan Ruang Laut;

Bidang Perikanan Tangkap;

Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
Cabang Dinas;

Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

SRS e a0 o
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Bagian Kedua
Sekretanat
Pasal 3
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan kguf'mgaq
dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi

kepegawaian.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, ‘dan
pengendalian kegiatan penyusunan program, dan rencana kegiatan
dinas;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan,
pengendalian penyusunan laporan kegiatan dinas;

pengaturan, dan

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengelolaan aset dinas;

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan
masyarakat.

(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penyusunan program dan rencana kerja dinas;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengelolaan aset dinas;

€. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;,

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan
masyarakat; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya,
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Sckretaviat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
A, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b, Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

¢, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Pasal 4

Sub Bagian Perencannan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program dan rencana  kegiatan serta menyusun  laporan pelaksanaan

kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan,

Sub Bagian Perencanaan dan  Pelaporan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas scbagai

berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas
Kelantan dan Perikanan,;

b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas
Kelautan dan Perikanan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana
strategis;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana

kerja dinas Kelautan dan Perikanan;

menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Kelautan dan

Perikanan;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan,;

menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban

dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program
dan pelaporan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dalam bidang tugas dan
kewenangannya.

L

'J"Q

Pasal 5

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
avat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

S_ub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
keuangan dan aset;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
keuangan;

¢. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatausahaan aset;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana
anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kelautan dan Perikanan;
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~ menviapkan baban, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun
Nebutuhan Rarang Unit (RRBU) dan Rencana Tahunan Barang

-
(EL WL P

keuangan,

. memviapkan bahan dan memproses administrasi pembavaran gaj dan
:::::'-:z::é.zn:

h. menviapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan pelaporan

aset;

menyviapkan bahan dan menyusun daftar inventaris ruangan;

-
.

i memviapkan dahan dan menyusun laporan  kinerja dan

pertanggungawaban Keuangan:
X. menviapkan bahan dan memfasilitasi pemenksaan internal maupun
eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
L melaksanakan tugas Jlain  sesuai dengan bidang tugas

= (R

Kewenangannva.

dan

Pasal 6

2b Ragian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
zvat (4) huruf ¢ mempunyvai tugas mengelola surat-menyurat, ckspedisi dan
kea~sinan. urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan,
orzanisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

RaRass

l,ll f_,’

Qub Bagan Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
sehacaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai uraian tugas sebagai

4:..-..-.--#

—

MM shuil.

a. menyviapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-

ams

menvurat, ckspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan
masvarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta
aédministrasi kepegawaian Dinas;

menviapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-
menyurat, ckspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan
masvarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta
kepegawaian,

c. menviapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan
ekspedisi;

menviapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta
penghapusan arsip;

menyviapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, dan
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

menyviapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan aset;

o

rl.

]

[

g menwviapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyvarakat
dan keprotokolan;
h. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan

Letaizlaksanaan;

menyiapkan bahan dan menyvusun daftar nominatif dan daftar urut
kepangkatan pegawai;

o
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J. menyiapkan bahan dan meclaksanakan fasilitasi penilaian kinerja
pegawai;

k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;

l.  menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;

m. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian,

n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Ruang Laut
Pasal 7

(1) Bidang Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pelaksanaan konservasi ekosistem laut, menata dan
memanfaatkan ruang laut, serta memberdayakan masyarakat pesisir dan

pulau-pulau kecil.
(2) Bidang Pengelolaan Ruang Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pelaksanaan konservasi ekosistem laut;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penataan ruang laut;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pemanfaatan ruang laut; dan

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil.

(3) Bidang Pengelolaan Ruang Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang
pengelolaan ruang laut;

b. menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pelaksanaan konservasi ekosistem laut;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penataan ruang laut;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pemanfaatan ruang laut;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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(4) Bidang Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Seksi Konservasi Ekosistem Laut;
b. Scksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
c. Scksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 8
(1) Seksi Konservasi Ekosistem Laut sebagaimana dimaksugl dleam Pasal_'?
ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bxmbmga:n. teknis,
supervisi, dan konservasi ekosistem di perairan laut, pesisir serta
keanekaragaman hayati.
(2) Scksi Konservasi Ekosistem Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbinga'n_ teknis,
supervisi, konservasi ekosistem di perairan laut, pesisir dan
keanekaragaman hayati;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pcl;_z.ksanaan
bimbingan teknis, supervisi, dan konservasi ckosistem di perairan laut,
pesisir serta keanekaragaman hayati,

¢. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data ekosistem laut dan pesisir
yang dilindungi;

d. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data keanekaragaman hayati
di perairan laut dan pesisir yang dilindungi;

e. menyiapkan bahan dan menyusun peta/zona konservasi ekosistem laut,
pesisir dan keanekaragaman hayati;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi pengelolaan dan
rehabilitasi konservasi ekosistem laut, pesisir, dan keanekaragaman
hayati;

g. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait
dalam pelaksanaan konservasi ekosistem laut, pesisir, dan
keanekaragaman hayati;

h. melaksanakan kemitraan dengan masyarakat dan atau lembaga swadaya
masyarakat dalam pengelolaan konservasi ekosistem laut, pesisir, dan
keanekaragaman hayati;

i. melaksanakan pemantauan pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi
ekosistem laut, pesisir, dan keanekaragaman hayati;

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kemitraan
dengan masyarakat dan atau lembaga swadaya masyarakat dalam
pengelolaan konservasi ekosistem laut, pesisir, dan keanekaragaman
hayati;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
bimbingan teknis, supervisi, dan konservasi ekosistem diperairan laut,
pesisir, dan keanekaragaman hayati; dan

. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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Yasal 9

(1) Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemetaan,
rehabilitasi, menata, dan memanfaatkan ruang laut dan pesisir dalam

pengembangan ckonomi daerah.

(2) Scksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pc:metaan,
rehabilitasi, menata, dan memanfaatakan ruang laut dan pesisir dalam
pengembangan ekonomi daerah;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
pemetaan, rehabilitasi, menata, dan memanfaatakan ruang laut dan
pesisir dalam pengembangan ekonomi daerah;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan ruang laut dan pesisir;

d. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data potensi sumber daya laut
dan pesisir;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan ruang laut dan pesisir
untuk pengembangan ekonomi daerah;

f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan
kawasan konservasi laut;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi tata ruang laut dan
potensi yang dapat dikembangkan;

h. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan kepada pihak ketiga
dalam pemanfaatan ruang laut dan pesisir;

i. melaksanakan kerja sama dengan intansi/lembaga lain dalam penataan
ruang laut dan pesisir untuk pengembangan ekonomi daerah;

melaksanakan kerja sama dengan intansi/lembaga lain dalam

pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk pengembangan ekonomi

daerah;

k. menyiapkan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi penerbitan izin
usaha pemanfaatan ruang laut dan pesisir sesuai kewenangan;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan dan
pemanfaatan ruang laut dan pesisir;

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan
penataan dan pemanfaatan ruang laut dan pesisir; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.

Pasal 10

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis, supervisi dan mengembangkan sosial ekonomi masyarakat
dalam memanfaatkan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil.
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(2) Scksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1] mempunyai
uraian tugas scbagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis,
supervisi, dan mengembangkan sosial ckonomi masyarakat dalam
memanfaatkan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. menyiapkan bahan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan
teknis, supervisi, dan mengembangkan sosial ckonomi masyarakat dalam
memanfaatkan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. menghimpun, menganalisis, dan menyajikan data pesisir yang
mempunyai potensi ekonomi dan dapat dikembangkan oleh masyarakat:

d. menghimpun, menganalisis, dan menyajikan data pulau-pulau kecil yang
mempunyai potensi ekonomi dan dapat dikembangkan oleh masyarakat:

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi pemberdayaan
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

g. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemberdayaan
sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

h. melaksanakan pemantauan perkembangan sosial ekonomi masyarakat
pesisir dan pulau-pulau kecil;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

j- menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 11
(1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (4)
huruf ¢ mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengembangan kapasitas kenelayanan, pengelolaan dan

pengembangan sumber daya penangkapan serta sarana dan prasarana
penangkapan.

(2) B_idang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pelaksanaan pengembangan kapasitas kenelayanan;

b. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumber dava
penangkapan;
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¢ penyusunan - program,  koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pelaksanaan  fasilitasi penyediaan sarana penangkapan;
dan

d. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pelaksanaan penyediaan prasaranan penangkapan.

Bidang Perikanan Tangkap  dalam melaksanakan tugas scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sehagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan merumuskan kehijakan teknis perikanan
tangkap,

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pelaksanaan pengembangan kapasitas kenelayanan;

C. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumber
daya penangkapan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana
penangkapan;

€. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pelaksanaan penyediaan prasarana penangkapan; dan

. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Seksi Kenelayanan;

b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan; dan

c. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.

Pasal 12

Seksi Kenelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas nelayan,
perlindungan nelayan, dan membimbing pembentukan kelembagaan dan
diversifikasi usaha kenelayanan.

Scksi Kenelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
pengembangan  kapasitas nelayan, perlindungan nelayan, dan

membimbing pembentukan kelembagaan dan diversifikasi usaha
kenelayanan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
pengembangan  kapasitas nelayan, perlindungan nelayan, dan

membimbing pembentukan kelembagaan dan diversifikasi usaha
kenelayanan;

C. mengumpul, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data
kelembagaan /kelompok kenelayanan;

d. mengumplul, mengolah, dan menyajikan data nelavan yang tergabung
dalam setiap lembaga/ kelompok nelayan;

€. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan
sumber daya manusia nelayan secara kelembagaan /kelompok;
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f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan
teknologi kenelayanan;

g. menyiapkan hahan dan melaksanakan bimbingan teknis diversifikasi
usaha kenelayanan;

h. memberikan  bimbingan  kepada  nelayan  untuk  membentuk
lembaga/kelompok usaha kenelayanan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan nelayan untuk
memberikan kepastian usaha kenelayanan;

j. melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dalam
meningkatkan usaha kenelayanan;

k. memfasilitasi lembaga/kelompok usaha kenelayanan dengan lembaga
perbankan untuk mendapat permodalan usaha;

I. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha perikanan
tangkap untuk kapal ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;

m. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin pengadaan kapa{
penangkap ikan dan kapal pengakut ikan dengan di atas 5 GT sampai
dengan 30 GT;

n. melaksanakan pendaftaran kapal perikanan di atas di atas 5 GT sampai
dengan 30 GT;

0. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
pengembangan kapasitas nelayanan, perlindungan nelayan dan
membimbing pembentukan kelembagaan dan diversifikasi usahana

kenelayanan; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 13

(1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan,
pemanfaatan, dan menjaga kelestarian sumber daya pengkapan.

(2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal uraian tugas sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan,
pemanfaatan, dan menjaga kelestarian sumber daya penangkapan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
pengelolaan, pemanfaatan, dan menjaga kelestarian sumber dava
penangkapan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi
dengan instansi/unit kerja terkait kegiatan pelestarian dan pengendalian
sumber daya penangkapan ikan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan
sistem informasi pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tangkap,
juga termasuk Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PPIP), Log Book
Penangkapan lkan (LBPI), kesyahbandaran perikanan, dan informasi
bidang tangkap lainnya;
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¢, mengumpullan, mengolah, menganalisis, dan menyafjikan data sumber
dayva penangkapan yang di kelola, dimanfnatkan dan yang perlu di jaga

kelestarinnnyn,

(.,  melaksanakan  pemanfanton  kawasan  tangkapan  yang  mempunyai
sumber daya penangkapan potensial;

g melaksanakon pengelolaan reservat pada kawasan pelestarian di perairan
umum daratan untuk usaha perikanan tangkap;

h. melaksanakan  pelestarian  sumber  daya  penangkapan  melalui

penyeleksinn alat tangkap yang digunakan para nelayan;

melaksanakan penutupan dalam jangka waktu tertentu pada derah

tangkapan untuk kelestarian sumber daya penagkapan;

melaksanakan  pemantauan  penggunaan  alat  tangkap  tertentu
melindungl dan melestarikan sumber daya penagkapan,

k. melaksanakan pengendalian penangkapan dengan menentukan jumlah
unit penangkapan yang diperbolehkan;

. melaksanakan  monitoring  dan evaluasi pelaksanaan  pengelolaan,
pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumber daya penangkapan;

m. menyiapkan bahanan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan,
pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumber daya penangkapan; dan

n. melaksanakan  (ugas lain  sesuai  dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

2asal 14

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Penagkapan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (4) hurul ¢ mempunyai tugas melaksanakan pengembangan,
pembangunan, rehabilitasi sarana, dan prasarana penagkapan.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Penagkapan dalam melaksanalkan tugas
sechagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas scbagai
berikut:

a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan pengembangan,
pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan;

b. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis  pclaksanaan
pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana
penangkapan;

c¢. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sarana penangkapan
ikan yang digunakan oleh nelayan daerah;

d. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data prasarana penangkapan
ikan yang telah tersedia seperti pelabuhan perikanan;

e. melaksanakan kajian pengembangan sarana penangkapan ikan yang
digunakan oleh nelayan daerah;

f. memfasilitasi pengembangan sarana penangkapan ikan yang digunakan
oleh nelayan daerah;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan dan pengembangan
prasarana penangkapan;

h. menyiapkan bahan penclapan lokasi pembangunan serta pengelolaan
pelabuhan perikanan;
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i. menviapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi
terkait dalam rangka peningkatan dan pengembangan prasarana

penangkapan;

j. menviapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan
prasarana penangkapan;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi
terkait dalam rangka rehabiltasi dan pembangunan prasarana
penangkapan;

. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan,
pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan;

m. menviapkan bahan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan
pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana
penangkapan; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

Kewenangannya.
Bagian Kelima
Bidang Budidava, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pasal 15

(1) Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas
mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan
perizinan usaha dan investasi, memanfaatkan teknologi dan informasi serta
mengembangkan sarana dan prasarana budidaya, pengolahan, dan
pemasaran.

(2) Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menvelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengelolaan perizinan usaha perikanan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengembangan investasi perikanan;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pemanfaatan teknologi dan informasi:

d. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
gcngendahan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
an

€. penyusunan program, Kkoordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan
pemasaran,;

(3) Bidang Budidava, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam
mclfaksanal-:an tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai
uraian tugas sebagai berikut: - '

a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan tekni
usaha perikanan: ] eknis pengembangan

b. menyusun program mengoordinasikan, m i
' ’ d embina, mengatur, dan
mengendalikan pengelolaan perizinan usaha perikanan: .
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Coomenvasun program,  mengoordinasikan,  membinn,  mengatur,  dan
mengendalikan pengembangan investasi perikanan;

o menvasun progmm,  mengoordinasikan,  membina,  mengatue,  dan
mengendalikan pemanfantan teknologi dan informasi,

¢, menvusun  program,  mengoordinasikan, membina,  mengatur, dan
mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana  budidaya
perikanan;

. menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengembangan samna dan prasarana pengolahan dan

pemasaran; dan
g. mclaksanakan tugas lain  sesuai  dengan  bidang tugas dan
kewenangannya.
(4) Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] terdiri atas:
a. Scksi Budidaya Perikanan;
b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan

¢. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan.

Pasal 16

(1) Seksi Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)
huruf a mempunyai tugas memeriksa, mengkaji, dan  memberikan
pertimbangan teknis permohonan izin usaha perikanan dan meningkatkan

iklim investasi bidang perikanan.
(2) Seksi DBudidaya Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kebijokan strategis

pengendalian dan pembinaan kegiatan perbenihan, produksi budidaya
dan usaha budidaya bidang perikanan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
perbenihan, produksi budidaya dan usaha budidaya bidang perikanan;

mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data potensi budidaya
perikanan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian atas
permohonan izin perbenihan, produksi budidaya dan usaha budidaya
bidang perikanan;

e. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis untuk
penerbitan izin perbenihan, produksi budidaya dan usaha budidaya

bidang perikanan;

. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan izin perbenihan, produksi
budidaya dan usaha budidaya pertkanan yang telah diterbitkan oleh

instansi yang berwenang;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi  budidaya bidang
perikanan melalui berbagai medin informasi;

h. menyiapkan bahan regulasi untuk peningkatan perbenihan, produksi
budidaya dan usaha budidaya bidang perikanan;
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i. memberikan pelayanan kepada investor teckait dengan potenst penkanan
vang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan:

j. menyviapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan
budidaya bidang perikanan; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang  tugas  dan
kewenangannya.

Pasal 17
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat (4) huruf b mempunyui tugas melaksanakan pengkajan,
pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perixanan.
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana Kkegiatan pengkajian.
pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan:

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian.
pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;

Cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan
pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan:

d. menyiapkan bahan dan mengumpulkan, mengolah. dan menyuiikan dawa
pelaku usaha bidang perikanan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kefga sama dengan instanst
terkait dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologl dan informasi:

f. memberikan bimbingan pengelolaan dan pemasaran kepada pelaku
usaha perikanan dalam melaksanakan diversifikasi pengelahan hasil
perikanan;

g memberikan bimbingan pemanfaatan teknologi kepada pelaku usaha
perikanan dalam meningkatkan mutu hasil pengolahan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sumber dava
manusia pelaku usaha perikanan dalam memanfaatkan kemajunan
teknologi informasi;

i. melaksanakan publikasi gemar memakan ikan melalui media informass
berbasis teknologi dan informasi:

J- melaksanakan pemantauan pengembangan pengelolaan dan pemasaran
hasil perikanan;

k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan
dan pemasaran hasil perikanan;

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil peritkanan: dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Dbidang tugas dan
kewenangannya.
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Masal IR
Seksi Sarana dan Prasarana Nadidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertkonan  sebagaimann  dimaksud  dalam Pasal 15 ayat (4] hural e

mempunyvat tugas melaksanakan pengembangan, pembangunan, rehabilitnst
sarana dan pmsarmna perikanan budidaya, pengolahan dan  pemasaran

penkanan,

Seksi Sarmna dan Prasamna Budidava, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai uraian tugas sebagm benkut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan  pengembangan,
pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasamna pertkanan budidaya,
pengolahan dan pemasaran;

b. menyinpkan bahan  dan  menyusun  petunjuk  teknis  pelaksanaan
pengembangan,  pembangunan, rehabilitasi sarana  dan prasarana
perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran perikanan;

¢. menghimpun, mengolah, dan menvajikan data sarana dan prasarana
budidaya perikanan;

d. menghimpun, mengolah, dan menvajikan data sarana dan prasarana
pengolahan perikanan;

e. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data sarana dan prasarana
pemasaran perikanan;

(. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan
sarana dan prasarana budidaya, pengolahan dan pemasaran prikanan;

g. menyviapkan bahan pembinaan pengembangan sarana dan prasarann
budidaya, pengolahan, dan pemasaran perikanan,

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan  pengembangan  sarana dan
prasarana budidaya, pengolahan, dan pemasaran prikanan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan  pembangunan  samna  dan
prasarana budidava perikanan;

j.  menyiapkan  bahan  dan  memfasihitasi  pembangunan  sarana  dan
prasarana pengolahan perikanan;

k. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan usaha pemasaran
hasil perikanan lintas dacrah kabupaten/kota;

I, menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha perikanan
budidaya yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota,

m. menyviapkan bahan dan melaksanakan pembangunan sarana pemasaran
produk penkanan,

n. melaksanakan pemantauan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi
sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran
perikanan,

0. melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan

pengembangan,  pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarmna
penkanan budidaya, pengolahan dan pemasaran perikanan;
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p. menyiapkan baban dan menyusun laporan kineta pelaksanaan kegmatan
pengembangan. pembangunan. rehabilitasi samara dan  prasarana
perikanan budidayva, pengolahan. dan pemasaran perikanan; dan

Q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Dbidang tugas dan
kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Sumber Dava Kelautan dan Perikanan
Pasal 19

(I} Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Penikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 avat (4) huruf ¢ mempunvai tugas

mengoordinasikan, membina. mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan
pengawasan sumber daya kelautan dan penkanan, penanganan pelanggaran
dan penegakan hukum serta penyediaan sarana dan prasarana pengawasan.

Bidang Pengendalian Sumber Dava Kelautan dan Perikanan dalam

melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada avat (1)

menvelenggarakan fungsi:

a penyusunan program. koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian sumber dava kelautan dan perikanan;

b. penvusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penanganan pelanggaran dan penegakan hukum: dan
C. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian pengembangan sarana dan prasarana pengawasan.

(3) Bidang Pengendalian Sumber Daya RKelautan dan Perikanan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai uraian
tugas sebagai berikut:

menviapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengendalian

sumber daya kelautan dan perikanan:

b. menvusun program. mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan sumber daya kelautan dan perikanan:

program, mengoordinasitan, membina, mengatur,

mengendalikan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum

di bidang kelautan dan perikanan:

d. menyusun program. mengoordinasikan, membina,  mengatur,

mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan: dan

melaksanakan tugas lain sesual dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdin atas:

Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Perikanan;

b. Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum; dan

c. Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan.

a.

C. [menyusun

e.

(4)

dan
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Pasal 20

(1) Seksi  Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber
daya kelautan dan perikanan serta sosialisasi peraturan perundang-
undangan kelautan dan perikanan.

(2) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya  Kelautan
dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan dan
pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan serta sosialisasi
peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan;

b. menyiapkan bahan dan penyusun petunjuk teknis pengawasan dan
pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan serta sosialisasi
peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan;

c. menghimpun, mengolah, dan mengelola data pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan,;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemantauan
dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,

e. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan
sumber daya keluatan dan perikanan;

. melaksanakan bimbingan teknis pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan kepada kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan
dan perikanan,

g. melaksanakan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dan
kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan;

h. melaksanakan pemantauan kelompok masyarakat dalam melaksanakan
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan dan
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan
pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 21

(1) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan
sosialisasi, fasilitasi, penyidikan, dan pemberkasan penegakan hukum
bidang keluatan dan perikanan.

(2) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan
pelanggaran dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;
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b menviaplan  baban  dan penyusun petunfuk teknls  pelaksanann
penanpganan pelanpgaron don penepaban hukam bidang kelautan dan

perilaimnan;

¢oomenghimpun, mengolnh, dan menynjilkan data pelanggaran dan konfie
masyoaralad kelnaton dan perikanan,

do menghimpun doan mendokamentasikon peraturan perundang-unedangan
bidang kelnutan dan periknnan;

e, menyinpkon bahan dan melaksanalkan bimbingan teknis kepada petugas
dan masyarakat terkait dengan pelanggaran kelautan dan perikanan;

.  melaksanakan kerjo samn dengan unit kerja/instansi terkait dalam
penanganan pelanggaran dan penegakan hukum bidang kelautan dan
periknnnn;

g melaksanitkan  fsilitasi penanganan  pelanggaran dan konflik bidang
kelautan dan perikanan;

h. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penanganan pelanggaran dan
pencegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;

i.  melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan
penanganan pelanggaran dan penegakan hukum bidang kelutan dan
perikanan;

J. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja hasil pelaksanaan
kegintan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum bidang kelutan
dan perikanan; dan

k. melaksanakan tugas lain  sesuai dengan  bidang  tugas  dan
kewenangannya,

Pasal 22

(1) Scksi Sarana dan Prasarana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (4) hurul ¢ mempunyai tugas melaksanakan pengembangan,
penyediaan, dan fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan kepada satuan
kerja, kelompok masyarakat dan pengawas kelautan dan perikanan.

(2) Secksi Sarana dan Prasarana Pengawasan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan,
penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan,
penyediaan, dan fasilitasi sarana dan prasaran pengawasan;

¢. menghimpun, mengolah, mengelola dan menyajikan data sarana dan
prasarana pengawasan pada satuan kerja dan kelompok masyarakat
pengawas kelautan dan perikanan;

d. menyiapkan bahan dan meclaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan,

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sarana dan
prasarana pengawasan,

f.  menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana
pengawasan;
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melaksanakan fasilitasi sarana dan prasamna pengawasan pada satuan
Kevia dan kelompok masyarakat pengawas kelautan dan penkanan;

-

. melaksanakan  pemantanan  pemantaatan - sarann dan - prasarmna
PENRAWARAN,

. melaksanakan  monitoring  dan evalnasi - pelaksanaan keglatan
pengembangan,  penvedinan,  dan fasilitasi - sarana dan - prasarana
pengawasan,

b menviapkan bahan dan menyusun laporun Kinerja pelaksanaan Kegiatan
pengembangan,  penvedinan,  dan fasilitasi - samna dan prasarana
pengawasan; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan Kewenangannya.

agian ketujuh
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dacrah
Pasal 23

(1) Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 avat (4) hurut § dan huraf g dibenuk dengan Peraturan
Gubernur,

(2) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Relompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (4)
huruf h mempunyai mgas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuat dengan

keahlian dan kebutuhan,

qasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yvang terbagt dalam
kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannyva,

(2}  Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin dan dikcondinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditetapkan oleh Gubemur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kenja.

(4] Jenis, jenjang, tugas, dan nncian tugas masing-masing Jabatan Pungsional
sehagaimana dimaksud pada avat (1), di atur sesuan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner



25

ALY 111
KETENTUAN LAIN-LAIN
I'usn) 20

(1) Sekretariat di pimpin oleh scorang Selaetarls yang, berkedudulain di bawish
dan bertanggung, jowab kepada Kepala Dinas,

(2)  Masing-masing  Didang  diplmpin = oleh  scorang, Kepala  Bldang,  yang,
berkedudulnn di bawah dan hertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

(3)  Masing-masing Sub Bagian diplmpin oleh seorang, Kepala Sub Bagian yang,
berkedudulan di bawah dan bertanggung jowab kepada Selretaris,

(4)  Masing-masing  Seksi  dipimpin  oleh  seorung  Kepala  Seksi yang
berkedudukan i bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing,
Kepala Bidang,

A3 IV
KIETIENTUAN PEENUTUR
Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 0126 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan
Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan (Herita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 126), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 28
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sectiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Ditetapkan di Banjarmagin
pada tanggal 3 juli 7202

GUBERNUR KMUIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal _?JH“ 2000

SEKRETARIS DAERAI PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

K

ABI)UI!I IARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 3¢
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